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BI'PATI KOI{AWE SELI\TAIT

PROVIISI SULITWESI TAITGIG}ARA

PERATT'RAI{ BT'PATI KONAWE SELATAN

IfOUoR . 106 TAIIIIN 2ol22

TENTANG

PEDOMA.IT PILAI<SANAAN PENEGAI<AIT DISIPLNY
PEGAWAI IITEGERI SIPIL DI LIITGI(UIYGAN PEMERIIYTA}I

KABUPATEIT I(ONAWE SELATAIT

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

BUPATI KOITAWE SELATAN,

Menirnbang : a.

b.

c.

Mengingat : 1.

2.

bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil
yang handal, profesional dan bermoral sebagai
penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-
prinsip pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan
penegakan disiplin pegawai ;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2 1 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur lebih lanjut
mengenai pedoman pelaksanaan penegakan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan
Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
Undang-Unda.ng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undalgan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 ter,;tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia TaJ'run 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aaa9l;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5888)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a2Q ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipii (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O2l tentang Upaya
Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor
175, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
67O51;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 2O2, Tarrl}ahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 67lal

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 20 19 tentang Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Meaetapkan : PERATURAII BITPATI KOIIAWE SELATAN TENTAIIG PEDOMAN
PELAI(SANAAN PENTGAI(AIT DISIPLIIY PIGAWAI I{EGERI SIPIL
DI LIIIGI(UITGAN PEIuERIIYTAII KABUPATTil I<OIYA'frIE
SELATAN

BAB T

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konanve Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagi unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Walil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya

disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Konawe Selatan;

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen
Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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9. Aparatur Sipil Negara yang selanj utnya disebut ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Pe{anjian Ke{a yang
beke{a pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
Jabatan pemerintahan dan berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan.

11. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat $,B adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

12. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenErng
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran
disiplin.

13. Disiplin Pegarvai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Disiplin PNS adalah
kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang
ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.

14. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam
maupun di luar kantor.

15. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan
PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan
ketentua-n Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di
luar jam keg'a.

16. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dij atuhkan oleh
Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena
melanggar peraturan Disiplin PNS.

17. Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan jabatan;
18. Jabatan ASN terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan

Pimpinan Tinggi.

19. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS
yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan
kepadanya.

20. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya
harkat, martabat, citra, kepercayaan, narna baik dan/atau
mengga-nggu kelancaran pelal<sanaan tugas Perangkat Daerah,
instansi, dan/ atau pemerintah / negara.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGI(UP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:
a. untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional dan

bermorai sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-
prinsip kepemerintahan yang baik (good govermzrnce), maka Aparatur Sipil
Negara sebagai unsur Aparatur Negara di tuntut untuk setia dan taat pada
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah serta bersikap disiplin,
jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

b. sebagai pedoman dalam penegakan disiplin PNS di Lingkungan
Pernerintal. Kabupaten Konawe Selatan dengan berorientasi pada
peningkatan kinerj a dan pelayanan kepada rnasyarakat;

c. menjarnin ketertiban dan kelancaran pelaksanaarr tugas dan fungsi
PNS;



d. meningkatkan kinerja dan kualitas PNS; dan
e. meningkatkan tanggung jawab PNS.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kewajiban dan larangan PNS;
b. hukuman disiplin;
c. sanksi;
d. kewenangan penjatuharr hukuman disiplin;
e. pemanggilan, perneriksaan, dan keputusan hukuman disiplin; dan
f. pengawasan dan pembinaan.

BAB III
KEWA.'IBAI5 DAITT LARAITGATiI

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 4
Setiap PNS wajib:
a. setia dan taat sepenutrnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Pemerintah;

b. menj aga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. melaksanakan kebij akan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah

yang berwenang;
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakantugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,

kesadaran, dan tanggung jawab;
f. rnenunjukkan integritas dan keteladanan dalarn sikap, perilaku, ucapan,

dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam rnaupun di luar
kedinasan;

g. menyimpan rahasia j abatan dan hanya dapat mengernukakan rahasia
j abatan se suai dengan ketentuan peraturan perundan g-undangam ;

h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
j. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
k. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi,

seseorang, dan/ atau golongan;
l. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada

hal yang dapat membahayakan keamana-n negara atau merugikan
keuangan negara;

m. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai
dengan keterrtu an peraturan perundang-undanagan ;

n. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
o. rnenggunakan dan memelihara barang rnilik daerah dengan sebaik-

baiknya;
p. memberikan kesernpatan kepada bawahan untuk mengembangkan

kompetensi; dan
q, menolak segala bentuk pernberian yang berkaitan dengan tugas dan

fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



f.

C

d.

e

h.
i.
j.
k.

Bagian
Kedua

Larangan

Pasal 5

Setiap PNS dilarang:
a.
b.

menyalahgunalan wewenang ;
menjadi perantara untuk rnendapatkan keuntungan pribadi
dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
rnenjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
bekerja pada lembaga atam organisasi internasional tanpa izin atau
tarrpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
bekerj a pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga
swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pej abat Pembina
Kepegawaian;
memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen,
atam surat berharga milik negara secara tidak sah;
melakukan pungutan di luar ketentuan;
melakukan kegiatan yang rnerugikan negara;
bertindak sewenErng-wen an g tertradap bawahan ;
menghalangi berj alannya tugas kedinasan;
menedrna hadiah yang berhubungan dengan j abatan dan/atau
pekerjaan;

l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
m. rnelakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon

Kepala Daeral. / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau
calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
f. ikut kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut pa-rtai

atau atribut PNS;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS dan

masyarakat;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. membuat fostingan, mengunggah, menanggapi, berkomentar, meng like

dan meneruskan melalui media sosia-l terhadap calon peserta pemilu;
6. memasang spanduk/baliho yang mempromosikan calon peserta pemilu;
7. menghadiri deklarasi balal calon/ bakal pasangan calon peserta pemilu;
8. dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan bakal

pasangan calon peserta pemilu;
9. melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah dengan mengikuti simbol talgan /gerakan yang digunakan sebagai
bentuk keberpihakan;
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1o.membuat keputusan dan/atalu tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangal calon sebelum, selama, dan
sesudah rnasa ka:rrpanye;

J.1. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangarl calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
selarna, dan sesudah rnasa kampanye meliputi pertemuan,
aj akan, himbauan, seru€rn, atau pemberian barang kepada PNS
dalam lingkungan Perangkat Daerahnya, anggota keluarga, dan
masyarakat; dan / atau

12. mernberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB TV
PENGATT'RAIY IIARI DAN JAM KERJA

Pasal 6

Hai/Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan adalah 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja dengan ketentuan jumlah jam
keq'a/minggu minimal 37,5 jam per minggu sebagai berikut :

a. hari Senin sampai dengan Hari Kamis : Jam 07.30 - 15.30
waktu istirahat : Jam l2.OO - 12.30

b. hari Jumht : Jam 07.00 - 15.30
waktu istirahat : Jam 11.30 - 12.30

c. Untuk OPD yang memberlakukan 6 (enam) hari keqia :

Hari Sabtu : Jam 07.30 - 14.0O
waktu istirahat : Jam 12.O0 - 12.30

Pasal 7

Jam keda pada Bulan Ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan Ramadhan
yang pelaksan€rannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk keda, meninggalkan ruangan kerja pada
jam kerja harus menyampaikan permohonan izin dan mendapat izin tertulis dari
atasan langsungnya dengan menggunakan surat izin atas identitas tugas 1uar.

Pasal 9

(1) Setiap OPD satuan petugas piket harian sebanyak 2 (dua) orang yang bertugas
menjaga keamanan dan kebersihan ruangan diatur secara bergilir;

(2) Petugas piket harian sebagaimana pada ayat (1) tidak diwajibkan mengikuti apel
pagi dan apel sore.

(3) Dalam hal petugas piket harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berhalangan, maka OPD dapat menunjuk Aparatur Sipil Negara lainnya.
(4) Petugas piket harian ss[agaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan

atribut.

Pasal 10

setiap unit ke{a yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan
langsung kepada masyarakat pada hari libur, dibentuk satuan tugas/piket dengan
memperhatikan volume kegiatan.
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Pasal 1 1

(1) Kepala OPD menunjuk sekretaris dan atau pejabat struktural eselon III yang
membidangi kepegawaian untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan jam
kerja dan penggunaan pakaian dinas serta tanda-tanda atribut di lingkungan
unit ke{a masing-masing.

(2) Pejabat yang ditunjuk oleh kepala OPD sebagaiman dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Bupati melalui OPD BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan.

BAB V
UPACARA BEI{DERA

Pasal 12

Ketentuan pelaksanaan upacara bendera ditetapkan sebagai berikut :

a. upacara bendera dilaksanakan sekali dalam sebulan yaitu setiap tanggal 17
dipusatkan pada halaman Kantor Bupati dengan menggunakan pakaian Korps
Pegawai Republik Indonesia (KORPRD lengkap diikuti semua Pegawai Negeri Sipil
lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

b. jika dalam bulan terdapat hari besar nasional, hari ulang tahun instansi dan hari
ulang tahun daerah, maka upacara tanggal 17 ditiadakan dan disatukan dengan
hari-hari besar dimaksud;

d. upacara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipimpin oleh Bupati/Wakil
Bupati/Sekretaris Daerah Kabupaten, atau pejabat yang telah ditunjuk.

Pasal 13

(1) setiap hari kerja, apel pagi dan apel sore dilaksanakan pada masing-masing OPD;
(2) apel pagi dan apel sore di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten dipimpin

oleh Sekretaris Daerah/Staf Ahli Bupati/Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala
Bagian;

(3) Kepala OPD wajib memimpin apel pagi dan apel sore di lingkungannya kecuali
sedang melaksanakan tugas Dinas luar daerah, apel pagi dan apel sore dipimpin
oleh pejabat struktural eselon III

(4) dalam hal tertentu pelaksanaan apel pagi dan apel sore sewaktu-waktu dipimpin
oleh Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan apel pagi dan apel sore sebagaimana dimaksud Pasal 13,
ditetapkan sebagai berikut :

a. hari senin sampai dengan kamis, apel pagi dilaksanakan jam 07.30 dan apel sore
dilaksanakan jam 15.30 WITA.

b. hari jumht, apel pagi ditiadakan dan dilaksanakan senam kesegaran jasmani
pada jam O7.00 dan apel sore dilaksanakan jam 15.30 WITA.

Pasal 15

(1) setiap Aparatur Sipil Negara wajib menanda tangani daftar hadir di lapangan
pada saat apel pagi dan apel sore;

(2) pelaksanaan absensi harian PNS di OPD di lakukan didasarkan pada surat
edaran Bupati.
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Pasal 16

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 4 dan Pasal 5 dljatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedr,ra
Tingkat dan Jenis Hukurnan

Pasal 17

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. trukuman disiplin sedang; atau
c. hukuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
huruf aterdiri dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; atau
c. perrryataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1) huruf bterdiri dari:
a. pemotongan tunjangan kineda sebesar 25o/o (dua puluh lirna

persen) selama6 (enam) bulan;
b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25o/o (dua puluh lirna

persen) selama9 (sembilan) bulan; dan
c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25"/o (dua puluh lirna

persen) selama 12 (dua belas) bulan.
(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimErna dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari:
a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas)

bulan;
b. pembebasan dari jabatannya menj adi jabatan pelaksana selama

12 (duabelas) bulan; dan
c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai

PNS.

BAB vI
HUITUMA.IT DISIPLIN

Bagian Kesatu
lJmum
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BAB \III
SANITSI

Bagian Kesatu
Pelanggaran Terhadap Kewaiiban

Pasal 18

(1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah

yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat
Daerah;

b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada Perangkat Daerah;

c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian,
kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalarrr Pasal 4 huruf e, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada Perangkat Daerah;

d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di ddam
maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 truruf f, apabila pelanggaran berdarnpak negatif pada
Perangkat Daerah;

e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan
rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 huruf g,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
dan

f. bersedia ditempatkan di seluruh w.ilayah Negara Kesatuan
Repubtik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
h, apabila pelanggaran berdarnpak negatif pada Perangkat
Daerah.

(2) Hukurnan Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf a dij atuhkan bagi PNS yang tidak rnernenuhi
ketentuan:
a. mengutamakan kepentingan neg€rra daripada kepentingan

pribadi, seseorang, dan/ atau golongan sebagairnana dirnaksud
dalarn Pasal 4 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada Perangkat Daerah;

b. masuk kerja dan menaati ketentuan jam ke{a sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf n yang berdampak pada
Perangkat Daerah berupa:
1. teguran lisan bagi PNS yang tidak rnasuk kerja tanpa alasan

yang sah secara kumulatif selarna 3 (tiga) hari kerja dalam 1

(satu) tahun;
2. teguran tertulis fagi PNS yang tidak masuk keda tanpa alasan

yang sal. secara kurnulatif selama 4 (ternpat) sanrrpai dengan 6
(enam) hari kerj a dalam 1 (satu) tahun; dan

3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak
masuk keda tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7
(tujuh) sarnpai dengan 1O (sepuluh) hari ke4a dalam 1 (satu)
tahun.
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c. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan
sebaik-baitr<nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;

d. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan kompetensi sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 4 truruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
Perangkat Daerah.

Pasal 19

(1) Hukuman Disiplin sedang sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 17
ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewqiiban:
a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada Perangkat Daerall dan/ atau Pemerintah Daerah;

b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah
yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah
Daerah;

c. menaati ketentuan peraturan perundang-undanga-rr sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 trurrrf d, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada Pernerintah Daerah;

d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian,
kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebegaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;

e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalarn
maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal
4 huruf f, apabila pelanggaran berdarnpak negatif pada
Pemerintah Daerah;

f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengernukakan
rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peratr.rran perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
dan

g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah
Daerah.
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.(21 Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 17
ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang tidak mernenuhi
ketentuan:
a. menghadiri dan mengucapkan sumpah / jarii PNS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, apabila pelanggararr dilakukan
tanpa alasan yang sah;

b. menghadiri dan mengucapkan sumpatr / jar:3i jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, apabila
pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;

c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan
pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagairnana dimaksud
dalam Pa.sal 4 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada instansi yang bersangkutan;

d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui
ada hat yang dapat membahayakan keamanan negara atau
merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf 1, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
Pernerintah Daerah;

e. rnelaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf rn yang dilakukan
pejabat administrator dan pejabat fungsional;

f- masuk kerja dan menaati ketentuarr jam kerja sebagairnana
dirnaksud dalam Pasal 4 huruf n berupa:
1". pernotongan tarnbahan penghasilan pegawai sebesar 25o/o (dua

puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama
11 (sebelas) sarnpai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam L

(satu) tal-un;
2. pemotongan tarnbahan penghasilan pegawai sebesar 25o/o (dua

puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagr PNS yang
tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif
selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam bela.s) hari
kerja dalarn 1 (satu) tahun; dan

3. pernotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25o/o (dua
puluhlirna persen) selarna 12 (dua belas) bulan bagt PNS yang
tidak Masuk Kerja. tanpa alasan yang sah secara kumulatif
selama LT (tujuh belas) sampai dengan 2O (dua puluh) hari
kerja dalarn 1 (satu) ta.Lun.

g. menggunakan dan memelihara barang milik daeratr dengan
sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurr-f o,
apabila pelanggararr berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
dan

h. memberikan kesempatan kepada bawatran untuk
mengembangkan kompetensi sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 4 huruf p, apabiia pelanggaran berdarnpak negatif pada
Pemerintah Daerah.

I
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Pasal 20

(1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tatmn 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 4 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, dan/ atau negara;

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b, apabila pelanggaran trerdampak negatif
pada negara;

c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah
yang berwenang sebaga-imana dimaksud dalam Pasal 4 hurlf
c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

cI. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada negara;

e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian,
kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila pelargga.ran
berdampak negatif pada negara;

f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalarn sikap, perilaku,
rlcapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam
maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan
rahasia jabata-n sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; dan

h. bersedia ditempatkan di selurutr wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 truruf
h, apabilapelanggaran berdampak negatif pada negara.

(2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf c dljatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:
a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan

pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 4 hurufk, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada negara dan / atam pemerintah;

b. melaporkan dengan segera kepada atasanrrya apabila mengetahui
ada hal yang dapat rnernba.l.ayakan kearnanan negara atam
merugikan keuangan negara sebagaimana dirlaksud dalam Pasal
4 huruf 1, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara
dan/ atau pemerintah;

c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundamg-undangan
5slegaimana dirnaksud dalam Pasal 4 huruf m yang dilakukan
pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;
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d. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam ke4'a sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf n berupa:
1. penurunan j abatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas)

bulan br# PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang
sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai
dengan 24 (dwa puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

2. pembebasan dari jabatannya menjadi j abatan pelaksana selama
12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Ke4'a tanpa
alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima)
sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari ke4'a dalam 1 (satu)
tahun;

3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS begr PNS yang tidak Masuk Ke{a tanpa alasan
yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari
kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan

4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan
yang sah secara terus menerus selama 1O (sepuluh) hari
kerja.

e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas
dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf q.

Pasal 21

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf a dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:
a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau

meminja:rrkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen,
atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 truruf f, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada Perangkat Daerah;

b. melakukan kegiatan yang rnerugikan negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
Perangkat Daerah;

c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagailrrana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada Peralgkat Daerah;

d. menghalarrgi bedalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
Perangkat Daerah.
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Pasal 22

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf b dijatuhkan foagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:
a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakal, atau

m eminj arrrkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen,
atau surat berharga rnilik negara sec€rra tidak sah sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 5 truruf f, apabila pelanggaran berdampal<
negatif pada instansi yang bersangkutan;

b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
Perangkat Daerah dan/ atau instansi yang bersangkutal;

c. melakukan kegiatan yang merrrgikan negara sebagaimana dlmaksud
dalarn Pasal 5 huruf h, apabila pelangga-ran berdampal< negatif pada
instansi yang bersangkutan;

d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana
dimalsud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada instansi yang bersangkutan;

e. melakukan tindakan atau tidak melakukan Tindakan yang dapat
mengakibatkan kerrrgian bagi yang dilayani sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
instansi yang bersangkutan;

F. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
instansi yang bersangkutan; dan

g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon
Bupati/Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Ra\rat, calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara merljadi peserta kampanye
dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka2.

Pasal 23

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:
a. menyalal.gunakan wewerrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/

atam orang lain dengan menggunakan kewenangan ora,.rg lain yang
diduga terj adi konflik kepentingan dengan j abatan sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 5 huruf b;

c. menj adi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga
atau organisasi internasiona-l tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c dan huruf d;

d. bekeq'a pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga
swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pej abat
Pernbina Kepegawaian sebagaimana dirnaksud dalarrr Pasal 5 huruf
e;
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e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjarnkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen,
atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdarnpak
negatif pada negara dan / atau pemerintah;

f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimarla dimaksud
dalam Pasal 5 hurrrf g, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada negara dan / atau pemerintah;

g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf k;

h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;

i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon
Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau
calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaim ana
dimaksud dalam Pasal 5 truruf n angka 3, angka4, angka 5, angka
6, dan angka 7 dengan cara:
1. sebagai peserta karnpanye dengan mengerahkan PNS lain;
2. sebagai peserta karnpanye dengan menggunakan fasilitas negara;
3. membuat keputusan dan/ atarr tindakan yang menguntungkan

atau flrerugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye;

4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasang€rn calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
selanna, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS
dalam lingkungan Perangkat Daerahnya, anggota keluarga, dan
masyarakat; dan/ atau

5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 24

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan rnenaati ketentuan
jam keq'a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n di hitung
secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berj alan yang di
buktikan dengan daftar hadir/ absensi.

(2) PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam keq'a
tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh)
hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d
angka 4 diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikrrtnya.

(3) Proses pemberhentian gaji dilakukan di unit kerja setelah melakukan
proses pembinaan dan penindakan disiplin dengan dibuktikan
dengan daftar hadir,/absensi PNS yang melakukan pelanggaran
disiplin yang diketahui oleh pimpinan unit kerja dan bentuk
pemberian sangsi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan
pernyataan tidak puas secara tertulis.

(4) Proses pembinaan yang telah di lakukan di unit kerja di laporkan
kepada PPK melalui unit keda BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan
dengan melampirkan bukti dokurnen administrasi penindakan yang
telah dilakukan.
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BAB VIII
KECTEIIA.IIGAN PEII.'ATUHAN HUKUMAil DISIPLIN

Pasal 25

Bupati selaku Pej abat Pembina Kepegawaian Kabupaten menetapkan
penj atuhan Hukuman Disiplin bagi:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk jenis Hukuman Disiplin

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat
$);

b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman
Disiplin sebagairnana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) huruf a dan huruf b;

c. Pejabat Administrator ke bawah untuk jenis Hukuman Disiplin
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (a); dan

d. Pejabat Fungsional selain Pej abat Fungsional jenjang Atrli Utarna
untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (4).

Pasal 26

Pej abat Pimpinan Tinggi katalna berwenang menjatuhkan Hukuman
Disiplin bagi:
a. Pejabat Administrator untuk jenis Hukuman Disiplin sebagairrrana

dimaksuddalarn Pasal 17 ayat (2);
b. Pej abat Pengawas untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana

dimaksud dalarn Pasal 17 ayat (3); dan
c. Pejabat Fungsional di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (21 dan ayat (3).

Pasal 27

(1) Pejabat Administrator berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
a. Pejabat Pengawas untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana

dimaksuddalam Pasa1 17 ayat (2);
b. Pej abat Pelaksana untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal L7 ayat (3); dan
c. Pejabat Fungsional di bawahnya untuk jenis Hukurnan

Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (21 dan ayat
(3).

[2J Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada Perangkat
Daerah, Pej abat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat
menjatuhkan Hukuman Disiplin foagi PNS sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) huruf a.

Pasal 28

1) Pej abat Pengawas berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya

untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2l,;

b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawal-nya
urrtuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat(21 dan ayat (3); dan

c. Pej abat Fungsional di bawallnya untuk jenis Hukurnan Disiplin
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 ayat (21.
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.(2) Dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada Perangkat Daeral. ,
Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan
Hukuman Disiplin bagi PNS sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
huruf a.

(3) Pejabat Fungsiona-l jenjang Ahli Muda tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat
Pembina Kepegawian.

Pasal 29

(1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menj atuhkan Hukuman
Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

(2) Dalam ha1 Pejabat ya-ng Berwenang Menghukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin
kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang
Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.

(3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukurn sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) tidak menjatutrkan Hukuman Disiplin yang
sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat
yang Berwenang Mengtrukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih
berat.

(4) Hukurnan Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dij atuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.

(5) Atasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan
Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran
Disiplin.

Pasal 3O

Dalam hat tidak terdapat Pej abat yang Berwenang M enghr.rkurn, maka
kewenangan menjatutrkan Hukuman Disiplin rnenj adi kewenangan
pejabat yang lebih tinggr.

BAB I'(

PEMANGGILAN DAN PEMERIKSIAAN PIVS

Bagian Kesatu
Pemanggilan

Pasal 31

(1) PNS yang diduga rnelakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil seca-ra
tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

(2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal
pemeriksaan paling larnbat 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat pangg'il€rn pertarna
yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang
bersangkutan diperiksa pada pernanggilan pertarra.
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(4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang
Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin
berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan
pemeriksaan.

Pasal 32

(1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan
Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dij atuhi Hukuman Disiplin.

(2) Pemeriksaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
tertutup melalui tatap rnuka langsung maupun secara virtual dan
hasilnya dituangkan dalam bentuk berita aca.ra pemeriksaan.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaa-n sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin
merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung
tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.

(a) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat {21 menyatakan kewenangan penjatuhar Hukuman Disiplin
merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan
langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil
pemeriksaan secara hierarki.

Pasal 33

(1) Atasan langsung yarrg tidak melakukan pemanggilan dan
pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran
Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pej abat
yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.

(2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menj atuhkan Hukuman
Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses
pemeriksaa-rr.
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Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 34

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan
Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
dan Pasal 22 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

(2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan
Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dan Pasal 23 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

(3) Tirn pemeriksa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri
dari:
a. atasan langsung;
b. unsur pengawasan; dan
c. unsur kepegawaian.

(a) Dalam hal tertentu tirn pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.

(5) Tirn pemeriksa sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh
PejabatPembina Kepegawaian atau pej abat lain yang ditunjuk.

(6) Dalarn hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran
Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi
anggota tim pemeriksa adalah atasarl yang lebih tinggi secara
befenjang.

Pasal 35

Atasan langsung, tim pemeriksa atau Pejabat ya-ng
Mengtrukum dapat meminta keterangan dari pihak
pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Berwenang
lain dalam

Pasal 36

(1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yarrg diduga melakukan
Pelanggaran Disiplin dal kemungkinan akan dijatuhi Hukuman
Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya
oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

(2) Pembebasan sernentara dari tugas j abatannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku sarnpai dengan ditetapkannya
keputusan Hukuman Disiplin.

(3) Selama PNS sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dibebaskan
sementara dal:i tugas jabat€rnnya, diangkat pejabat pelaksana
harian.
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' (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagairnana
dimaksud pada ayat ( 1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya
d"ilakukan oleh pejabat yarrg lebih tinggi.

Pasal 37

(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalarrr Pasal 32
ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS
yarlg diperiksa secara langsung maupun secara virtual.

{2) Dalarn hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita
acara pemeriksaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), berita
acara pemeriksaarr tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk
menjatutrkan Hukuman Disiplin.

t3) PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara
pemeriksaan sebagairnana dimaksud pa.da ayat (1).

Pasal 38

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaa.n sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 dan Pasal 33 Peja.bat yang Berwenang Menghukum
menjatuhkan Hukuman Disiplin.

(2) Dalarrr keputusan Hukllman Disiplin sebagaimana dimaksud pada
ayat ( U harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan
oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 39

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/ atau unit yang
mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai batran untuk
melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi perLimbangan untuk
menja-tuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakuka.n
Pelanggaran Disiplin.

Pasal 40

(1) PNS yang berdasarkan hasil perneriksaan ternyata melakukan
beberapa Pela.nggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1

(satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah
mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

(21 PNS yang pernal. dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian rnelakukan
Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya. ddatuhi jenis
Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin
terakhir yang pernatr dijatuhkan kepadanya.

(3) PNS tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih
untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

(4) Dalam hat PNS yang akan dijatuhi Hukurnan Disiplin rnerupakan
PNS yar:g rnendapatkan penugasan khusus dan jenis Hukurnan
Disiplin yang akan dijatuhkan bukan rnerupakan kewenangan
pimpinan instansi atam Kepala Perwakilan ternpat penugasan
khusus, maka pimpinan instansi atam Kepala Perwakilan
rnerrgusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan
instansi induk disertai berita acara pemeriksaa-n.



Pasal 41

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (3) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang
menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim
pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.

(2) Dalam hal indikasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terbukti,
aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat
Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak
hukum.

Pasal 42

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ssbagairnana dimaksud
dalam PasaT 22 ayat (3) terdapat indikasi penyalahguna€Ln wewenang yang
menimbulkan kerugian keuangan nega-ra, maka atasan langsung atau tim
pemeriksa waj ib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.

Ba#an Ketiga Keputu san
Hukuman Disiplin

Pasal 43

(1) Setiap penj atuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan
Pejabat yang Berwenang Menghukum.

(2) Keputusan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang
Berwenang Menghukum atau pejabat lain yalg ditunjuk.

(3) Penyarnpaian keputusa.n Hukuman Disiplin sebagairnana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan paling larnbat 14 (empat belas) hari kerja sejak
keputusan ditetapkan.

(a) Dalarn hal PNS yang dijatuhi Hukurnan Disiplin tidak hadir pada
saat penyarnpaian keputusan Hukurnan Disiplin, keputusan dikirim
kepada yang bersangkutan.
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BAB X
BERLAIfl'ITYA HUI(UMAN DISIPLIN DAN

PEIITDOI(UMIITTASIAIT I(EPUTUSAIT HUI(UMAN DISIPLNT

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 44

(1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas)
sejakditerirna.

[2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif
berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan

Hukuman Disiplin

Pasal 45

(1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat
pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.

(2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian daiarn
pembinaan PNS yang bersangkutan.

(3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen
dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistern yang terintegr:asi
dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

(4) Laporan Surat Keputu san penjatuhan Hukuman Disiplin PNS
dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara melalui aplikasi Integrated
Discipline (IDIS).
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BAB )(I
PEIVGAWASAN DAN PEMBINAAIT

Pasal 46

(tJ Kepala Organisasi Perangkat Daeral- diberi
melakukan pengawasan dan pembinaan
masing-masing.

kewenangan
di lingkungan

untuk
kerja

[2) Pengawasan dan perrrbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat didelegasikan kepada pejabat di bawahnya secara berjenjang.

[3) Kepala Organisasi Pera-rrgkat Daerah melaporkan hasil pengawasan
dan pembinaan secara berkala kepada Pej abat Pembina Kepegawaian
c.q Kepala BKPSDM setiap 3 (tiga) bulan sekali baik secara manual
m au pun dengan memanfaatkan tela:ologi informasi.

[4) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Larrrpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB :(II
KETEITTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

(1) PNS yang melanggar ketentrran Peraturan Pemerintah Nomor 1O
Tal.un 1983 tentan g lzi:ir Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 13, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
3250) sebagaimana telah diubah dengan Peratr.rran Pemerintah
Nomor 45 Tal.un 1990 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentan g lzin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambal. an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3424) dijatuhi salah satu jenis Hukuman
Disiplin berat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang diberlakukan setelah
Peratura-rr Pemerintah yang mengatur rnengenai Gaji dan Tunj angan
sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara berlaku.

(3) Ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi Calon Pegawai
Negeri Sipildan Pegawai Pemerintah dengan Pe{ anjian Kerj a.
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LAMPIRAN PERATURAITI BUPATI KOITAWE SELATAIII
ITOUOR
TEITTAITG

| |oG TA ttur't 2022
: PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN

FORMAT LAPORAN TAI{UNAI{ PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PNS

Dinas/Badan/Bagl.an/ Kecarnatan : ....
Periode : ....
(Januari-Maret/ April-Juni / Juli- Septernber/ Oktober- Desember)

Kepala Organisasi Perangkat Daerah,

(ttd)

NAMA
Pangkat/Gol/Ruang

1

j
H.

SELATAN,

DAIITGGA

161*th
i2
il
IA

Ntyr€V ltf

K*ftuk Brctron't

r-

No Permasalahan / pelanggaran PNS Tindak Lanjut
penindakan yang
dilakukan Organisasi
Perangkat Daera-h PNS
yang bersangkutan

1.
dst

,i.t,';' _.


